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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pecandu dan Peyalahguna Narkotika.
Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.[footnoteRef:2] Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.[footnoteRef:3] [2:  Wilson Nadaek, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, hal.122.]  [3:  Wijaya A.W. Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, 2015, hal.145] 

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).[footnoteRef:4] Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfhine.[footnoteRef:5] [4:  Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 2007, halaman 5.]  [5:  Wilson Nadeak, Op.Cit., hal. 124] 

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.[footnoteRef:6] [6:  F. Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, hal. 3] 

[bookmark: _Hlk86992449]Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[footnoteRef:7] [7: Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan] 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.[footnoteRef:8] [8: Bagian Menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. ] 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika yang disalahgunakan atau penggunaan narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Apabila penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[footnoteRef:9] [9: Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.] 

Narkotika dan psikotropika dalam pergaulan sehari-hari  cendrung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba menrut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
0. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain- lain 
0. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain- lain. 
0. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain- lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.[footnoteRef:10] [10: Ibid, hal.4] 


Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
2. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang- kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambapng marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon. 
2. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.[footnoteRef:11] [11: Ibid, hal.6.] 


Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:
1. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
2. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).  Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.[footnoteRef:12] [12: Ibid, h.22] 

3. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
4. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
5. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
6. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

B. Jenis-Jenis Narkotika
Pasal  6 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwanarkotika digolongkan menjadi:
1. Narkotika golongan I
Narkotika golongan I  adalah yang hanya  dapat digunakan untuk  tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi   sangat    tinggi    mengakibatkan ketergantungan :
a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 
c. Opium masak terdiri dari : 
1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 
2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 
3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 
f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
g. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 
h. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil  olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. [footnoteRef:13] [13: WP. Ratna,Aspek Pidana penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Versus Penjara), Legality, Yogyakarta, 2017, hal.72.] 


2. Narkotika golongan II.
Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:
a. Alfasetilmetadol 
b. Alfameprodina 
c. Alfametadol
d. Alfaprodina
e. Alfentanil
f. Allilprodina
g. Anileridina
h. Asetilmetadol
i. Benzetidin
j. Benzilmorfina
k. Morfina-N-oksida
l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.[footnoteRef:14] [14: Ibid, hal.73.] 

3. Narkotika golongan III.
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:
a. Asetildihidrokodeina 
b. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 
c. Dihidrokodeina 
d. Etilmorfina : 3-etil morfina 
e. Kodeina : 3-metil morfina 
f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 
g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 
h. Norkodeina : N-demetilkodeina 
i. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 
j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida 
k. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 
l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas 
m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 
n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.[footnoteRef:15] [15: Ibid, hal.75.] 


[bookmark: _Hlk86992485]Tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 143, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.[footnoteRef:16] [16:  Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

Secara substansial, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan dan kewenangan BNN yang sangat besar.[footnoteRef:17] [17: Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, Jurnal Negara Hukum Vol. 2 No. 2, November 2019, hal. 331  ] 

1. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika 
Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika secara ilegal.[footnoteRef:18] [18:  Zanuar Eko Nugroho, Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Binacipta, Jakarta, 2017, hal. 9.  ] 

2. Pengobatan dan Rehabilitasi 
Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah.[footnoteRef:19] Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.[footnoteRef:20] [19:  Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ]  [20:  Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  ] 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.[footnoteRef:21] Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.[footnoteRef:22] [21:  Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ]  [22:  Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

3. Kewenangan BNN dan Penyelidikan 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prekursor narkotika. Selain itu, BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.[footnoteRef:23] [23:  Zanuar Eko Nugroho, Op.Cit., hal. 10  ] 

BNN dalam hal melakukan pemberantasan narkotika diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan.[footnoteRef:24] [24:  Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

Pemberian kewenangan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BNN, atau tidak.[footnoteRef:25]Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.[footnoteRef:26] [25:  Zanuar Eko Nugroho, Op.Ccit., hal. 11]  [26: Ibid., hal. 12.] 

4. Putusan Rehabilitasi Bagi Para Pecandu Narkotika 
Walaupun prinsip dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaadalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam undang-undang ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi.[footnoteRef:27] [27:  Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

5. Peran Serta Masyarakat 
Selain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikajuga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.[footnoteRef:28] Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.[footnoteRef:29] [28:  Pasal 104 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ]  [29:  Pasal 106 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

Dalam undang-undang ini, masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh undang-undang.[footnoteRef:30] [30:  Pasal 108 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ] 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :
1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).
2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b)).
3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan  Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekusor narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)). [footnoteRef:31] [31:  Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2014, hal.256  ] 


Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :
0. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekusor narkotika, meliputi : 
a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II. 
b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut : 
1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 
2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 
3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 
4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. 
5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.[footnoteRef:32] [32:  Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 


2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur.[footnoteRef:33] Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.  [33:  Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.[footnoteRef:34] Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.  [34:  Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.[footnoteRef:35] Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.  [35:  Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.[footnoteRef:36] Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika dalam Pasal 111 sampai degan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.  [36:  Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak.[footnoteRef:37] Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.  [37:  Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri.[footnoteRef:38] Pecandu narkotika yang sudak cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.  [38:  Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekusor Narkotika.
a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika.
b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika. [footnoteRef:39] [39:  Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 


9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi : 
a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45.[footnoteRef:40] [40:  Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

b. Pimpian rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.[footnoteRef:41] [41:  Pasal 147 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.[footnoteRef:42] [42:  Pasal 147 hurfuf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.[footnoteRef:43] [43:  Pasal 147 hurfuf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.[footnoteRef:44] [44:  Pasal 147 hurfuf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139). 
g. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat (1)). 
h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)). 
i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara dan pidana denda (Pasal 141). 
j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.[footnoteRef:45] [45:  Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika    ] 

k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotik, meliputi: 
1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika di muka sidang pengadilan.[footnoteRef:46] [46:  Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

2) Narkotika dan prekusor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana prekusor narkotika dan/atau tindak pidana prekusor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekusor narkotika dirampas untuk negara.[footnoteRef:47] [47:  Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 

3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.[footnoteRef:48] [48:  Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  ] 


C. Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika
Peredara narkotika di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang ini. Adapun perkembangan tersebut adalah :
1. Periode Masa Kolonial Belanda
Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman penjajahan Belanda. Pemakai candu opium tersebut sebagian besar adalah orang-orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitkannya undang-undang Verdovende Middelen Ordonantie yang mulai berlakunya pada tahun 1927. Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opiumtelah dilegalkan dengan undang-undang Verdovende Middelen Ordonantie. Awalnya, orang-orang China menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan pipa panjang.[footnoteRef:49] [49: Ahmad Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada Press, Jakarta 2015 hal.44.] 

2. Periode Kolonial Jepang 
Pada masa penjajahan Jepang, undang-undang Verdovende Middelen Ordonantie dihapuskan. Pemerintah Jepang melarang penggunaan candu pada masa kolonial Jepang ini, gang madat yang merupakan lokalisasi para pemadar telah ditutup oleh pemerintah Jepang. Pada zaman dahulu, di daerah gang madat ini para pecandu mengisap opium. Di daerah tersebut terdapat kamar-kamar berukuran 300 m dan para pecandu sambil tiduran di kamar tersebut mengisap barang haram.[footnoteRef:50] [50: Moh. Taufik Makarao dan Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia, Jakarta, 2013, hal.51.] 

3. Periode Orde Lama
Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, Negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang. Undang-undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut 
4. Periode Orde Baru 
Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak korban khususnya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba ini berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian mulai berpengaruh ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. 
Di dalam penganggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika tersebut mengatur penyelundupan gelap. Kemudian undang-undang ini juga menyebutkan peran khusus dari dokter serta rumah sakit yang disesuaikan dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan. Tetapi, dampak dari narkoba ini sulit dibendung. Narkoba telah memasuki negara Indonesia dan telah banyak generasi muda yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Di dalam mengatasi permasalahan narkoba yang telah semakin meningkat di Indonesia maka presiden RI mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi bernama Bakolak Inpres 6/71. [footnoteRef:51] [51: Ibid, hal.53.] 

Bakolak Inpres 6/71 merupakan suatu badan yang dibentuk pemerintah di dalam penanggulangan segala macam bentuk yang mengancam keamanan negara, seperti narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja, dan pengawasan terhadap orang asing. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin merebak dengan pesat. Oleh karena itu Undang-undang Antinarkotika mulai dilakukan proses revisi sehingga disusunlah Undang-Undang Antinarkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Undang-Undang tersebut memberlakukan hokum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi pidana berupa hukuman mati.
5. Periode Reformasi 
Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang padat dan telah menjadi pasar yang sangat subur oleh para sindikat perdagagan narkotika. Karena Indonesia dianggap mudah ditembus oleh pelaku penyelundupan narkoba dengan banyaknya celah ataupun pintu masuk yang digunakan seperti melalui pelabuhan, bandara, sungai, maupun jalur darat di daerah perbatasan.
Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa menyebabkan Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, karena Indonesia berada pada posisi strategis. Tetapi, dikemudian hari para pengedar gelap narkoba mulai mengincar Indonesia sebagai pasar pengedaran gelap narkoba. Bahkan saat ini Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun telah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia.[footnoteRef:52] [52: Ibid, hal.54.] 

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika internasional sudah semakin mengkhawatirkan.[footnoteRef:53] Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika[footnoteRef:54] tidak lagi terkendala oleh jauhnya jarak dan waktu untuk melakukan perdagangan gelap (drug trafficking), karena sistem transportasi yang ada saat ini sudah mendunia dan kondisi kemajuan transportasi ini sudah dimanfaatkan oleh sindikat narkotika lintas Negara. [53:  M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Marga Djaya, Jakarta, 2016, hal. 9]  [54: Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam sebagaimana terdapat di dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika] 

Narkotika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan apabili digunakan dengan ukuran atau dosis tertentu oleh dokter. Selain tujuan untuk kemanusiaan dan penemuan khasiat narkotika tersebut ternyata mempunyai akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara illegal. Misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus secara liar tanpa petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika ini sangat membahayakan baik bagi sipemakai, masyarakat, bangsa dan negara.[footnoteRef:55] [55: Adi Kusno, Op.Cit, hal.46.] 

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (the drug trafficking industry), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (activities of transnational criminal organizations) di samping jenis kejahatan lainnya.[footnoteRef:56] [56:  Hari Sasangka, Op.Cit, hal. 5] 

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[footnoteRef:57] [57:  Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika.] 

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan extraordinary law yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.[footnoteRef:58] [58: Wiliam Agustiar, “Extraordinary Crime Extraordinary Law”, melalui http://www.kompasiana.com/santarosa/ diaskes pada tanggal 11 Agustus 2021  Pukul 21.00 Wib.] 

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1976 Tentang Narkotika kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.[footnoteRef:59] [59:  Harifin. A. Tumpa, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 59  ] 

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur actus reus harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal (criminal act). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (strafvoraus setzungen) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (mens rea).[footnoteRef:60] [60:  Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012,hal.250  ] 
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